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menunjukkan  peningkatan  pemahaman  siswa
terhadap konsep dasar pemilu, proses pelaksanaan,
serta pentingnya memilih secara bijak. Antusiasme
siswa mencerminkan keberhasilan metode yang
diterapkan,  terutama  karena  mereka  akan
berpartisipasi dalam pemilu untuk pertama kalinya
pada tahun 2024. Dengan pemahaman yang lebih
baik, siswa diharapkan mampu menjadi pemilih yang
cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, serta
mendukung keberlanjutan demokrasi yang adil dan
transparan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Sejak Indonesia meraih kemerdekaan, banyak kemajuan dan perubahan yang terjadi,
menjadikan negara ini terus berkembang. Perubahan tersebut memberikan berbagai manfaat,
seperti kemajuan masyarakat, perkembangan teknologi yang semakin pesat, serta peningkatan
sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang efisien dan cepat menjadi impian setiap negara
karena dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan
yang demikian, diperlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti sumber daya manusia yang
kompeten dan ahli, infrastruktur yang memadai, serta penerapan teknologi canggih dalam sistem
pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) memegang
peranan penting untuk mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang adil dan efektif.
Melalui pemilu, pemimpin-pemimpin yang berintegritas dan memiliki visi pembangunan dapat
terpilih, sehingga menjadi landasan kokoh bagi tercapainya pemerintahan yang responsif dan
berpihak pada kepentingan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu
adalah wadah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan
berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pemilihan umum (pemilu)
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merupakan momen penting dalam sistem demokrasi karena menjadi proses utama untuk
menentukan arah kebijakan dan pembangunan sebuah negara selama lima tahun ke depan.
Melalui pemilu, masyarakat berkesempatan untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang
akan mengambil keputusan. berbagai kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan
mereka, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Bagi pemilih pemula, yang
mungkin baru pertama kali terlibat dalam proses pemilu, partisipasi aktif mereka sangat
diharapkan. Menggunakan hak pilih dengan bijak merupakan bentuk kontribusi nyata dalam
membangun bangsa. Pemilih pemula perlu memahami bahwa pilihannya tidak hanya menyangkut
individu, tetapi juga masa depan masyarakat dan negara.

Pemilihan pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat membawa perubahan signifikan
dengan memperkuat hubungan antara pemilih dan kandidat. Interaksi yang lebih intens dapat
terjalin melalui proses dialog yang lebih dekat, sekaligus menyederhanakan jalur administratif
politik yang biasanya panjang dalam sistem perwakilan melalui lembaga legislatif. Dalam
konteks yang lebih spesifik, mekanisme ini mengembalikan hak dasar masyarakat untuk
berpartisipasi secara luas dalam proses politik, terutama di tingkat politik lokal yang demokratis
(Suhartono et al., 2019).

Era pemilihan umum serentak dan langsung di Indonesia dimulai pada tahun 2004 sebagai
salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi. Pemilu langsung memberikan hak
kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin mereka. tanpa perwakilan di
lembaga legislatif. Sistem ini diperkenalkan pada tahun 2004 dengan pelaksanaan pemilihan
presiden dan wakil presiden secara langsung, menandai tonggak sejarah baru setelah sebelumnya
kepala negara dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemilihan langsung
kemudian secara bertahap diterapkan pada berbagai tingkat pemerintahan, termasuk pemilihan
kepala daerah (pilkada). Konsep ini didasarkan pada asas demokrasi yang mengedepankan
prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER), serta jujur dan adil (JURDIL). Pemilu
langsung bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan memperkuat
legitimasi pemimpin yang terpilih. Pelaksanaan pemilu serentak juga merupakan langkah maju
dalam efisiensi demokrasi, karena menggabungkan jadwal pemilu di berbagai tingkatan dalam
satu waktu. Hal ini tidak hanya menghemat anggaran negara, tetapi juga mengurangi potensi
konflik politik akibat ketegangan yang berlarut-larut. Dengan menerapkan sistem ini, Indonesia
menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat sistem demokrasinya.

Meski demikian, tantangan seperti masalah teknis, logistik, dan potensi politik uang
masih perlu diatasi agar pemilu semakin berkualitas dan benar-benar mencerminkan kehendak
rakyat. Praktik jual beli suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah
(Pemilukada), yang biasa disebut sebagai politik uang atau politik transaksional, merupakan salah
satu penghambat demokrasi yang serius (Hamson, 2021). Praktik ini merusak prinsip-prinsip
keadilan dan integritas Pemilu, karena suara rakyat tidak lagi mencerminkan aspirasi atau
penilaian terhadap kualitas kandidat, melainkan menjadi objek transaksi materi. Politik uang
menciptakan ketergantungan antara kandidat dan pemilih, mengikis kepercayaan publik terhadap
institusi demokrasi, dan berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten atau tidak
bertanggung jawab. Selain itu, praktik ini juga sering kali melibatkan pelanggaran hukum dan
etika, serta memperparah masalah korupsi di tingkat pemerintahan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, 2022) Praktik politik uang pada Pemilu
2024 di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor utama. Salah satunya adalah kemampuan
finansial kandidat, di mana kandidat dengan sumber daya yang besar lebih mungkin memberikan
insentif kepada pemilih untuk mendapatkan dukungan, sehingga menciptakan ketidaksetaraan

ISSN : 2828-5700 (online)



464
JOONG-KI : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol.4, No.2, Februari 2025

akses dalam politik. Selain itu, budaya politik dan norma sosial juga menjadi penyebab utama,
terutama di daerah-daerah tertentu yang masih menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah.
Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa praktik ini adalah hal yang wajar juga semakin
memperkuat keberadaannya. Faktor lainnya adalah lemahnya penegakan hukum, dengan tidak
adanya sanksi yang tegas dan penindakan hukum yang efektif, sehingga memberikan rasa aman
bagi para pelaku untuk terus melakukan praktik ini. Kondisi ini tidak hanya menciptakan
ketidakadilan dalam pemilu, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem
demokrasi dan penegakan hukum.

Partisipasi politik dalam pemilu memainkan peran penting dalam membangun legitimasi
kandidat terpilih. Ketika masyarakat berpartisipasi aktif melalui pemungutan suara, secara tidak
langsung mereka memberikan dukungan moral dan sosial terhadap proses dan hasil pemilu.
Tingkat partisipasi yang tinggi mengindikasikan bahwa masyarakat merasa dilibatkan dan
mempercayai mekanisme demokrasi yang ada, sehingga pasangan calon yang terpilih dianggap
memiliki mandat yang kuat untuk memimpin. Sebaliknya, jika partisipasi rendah, maka
legitimasi pasangan calon dapat dipertanyakan karena dianggap kurang mencerminkan kehendak
rakyat secara keseluruhan. Untuk meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan kesadaran politik,
pendidikan politik merupakan salah satu cara yang efektif. Melalui pendidikan politik,
masyarakat dapat lebih memahami pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi,
mendapatkan informasi yang akurat, dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab mereka
sebagai warga negara, sehingga tercipta partisipasi politik yang lebih bermakna dan legitimasi
yang lebih kuat bagi para pemimpin yang terpilih.

Pemilih pemula adalah Kelompok generasi baru yang memiliki ciri khas, sifat, latar
belakang, pengalaman, serta tantangan yang berbeda dibandingkan dengan pemilih dari generasi
sebelumnya. (Nur Wardhani, 2018). Pendapat pemilih pemula perlu dibimbing agar mereka dapat
menyalurkan aspirasinya dengan tepat, sehingga pemilu berlangsung sesuai prinsip-prinsip
demokrasi. Oleh karena itu, Bakesbangpol Kota Surabaya mendukung kegiatan sosialisasi pemilu
yang ditujukan bagi pemilih pemula.

Tujuan dari sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman dan wawasan politik kepada
pemilih pemula, sehingga mereka menyadari pentingnya menggunakan hak pilih mereka. pada
Pemilu 2024. Peserta sosialisasi ini adalah siswa-siswi kelas XII SMA Kristen Petra 5 Kota
Surabaya. Sosialisasi Pemilu berperan sebagai sarana pendidikan politik untuk menciptakan
partisipasi politik masyarakat yang lebih berkualitas dan bermutu. Selain itu, kegiatan ini
diharapkan mampu mengembangkan potensi peserta untuk menjadi generasi yang idealis dan
berkualitas. Pendidikan politik memberikan wawasan tentang etika dan budaya politik yang
mencerminkan nilai-nilai budaya positif dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan
keluarga maupun sekolah. Kegiatan ini dilakukan melalui metode penyampaian materi yang
dilanjutkan dengan diskusi.

Pendidikan politik bertujuan utama untuk menciptakan masyarakat yang melek politik,
ditandai dengan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban dalam menyampaikan
aspirasi politik, partisipasi aktif, rasa tanggung jawab, serta kemampuan bekerja sama demi
kemajuan bersama. Bagi pemilih pemula, pendidikan politik memiliki peran penting karena
mereka baru pertama kali berpartisipasi dalam pemilu. Langkah ini bertujuan untuk
mengembangkan pemikiran kritis mereka dan mendorong pengambilan keputusan yang bijak
dalam menentukan pilihan.
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LANDASAN TEORI
Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu elemen utama dalam sebuah negara demokrasi.
Proses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa
dengan memilih wakil-wakil yang akan mengelola pemerintahan. (Taufiqurrahman & Amal,
2022). Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebuah proses
demokratis yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil mereka yang akan
menjalankan pemerintahan. Pemilu berfungsi sebagai sarana utama dalam sistem demokrasi,
karena memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam penentuan kebijakan dan
pemimpin yang akan mewakili aspirasi mereka. Dengan demikian, pemilu merupakan
mekanisme yang menjamin kekuasaan berasal dari rakyat, sesuai dengan prinsip kedaulatan
rakyat dalam negara demokratis.

Mengutip dari (DN et al., 2016) Pemilu memiliki lima fungsi utama dalam sistem politik
suatu negara. Fungsi-fungsi ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berikut
adalah kelima fungsi tersebut:

a. Mengatur mekanisme atau tata cara penentuan seseorang untuk menjadi anggota

perwakilan rakyat atau kepala pemerintahan.

b. Mengatur mekanisme pergantian atau sirkulasi elit politik yang berkuasa.

c. Mewakili kepentingan rakyat atau Kkonstituen, serta berperan dalam memantau,
mengevaluasi, dan mengontrol perilaku pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan
program-program pembangunan.

d. Memberikan legitimasi politik, yaitu legitimasi dan hak moral bagi para pemimpin untuk
menjalankan kekuasaannya. Hak ini mencakup kemampuan untuk memanfaatkan sumber-
sumber kekuasaan negara atas dasar moral yang sah.

e. Berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Proses dan praktik politik
yang berlangsung selama dan menjelang pemilu menjadi momen penting untuk
memberikan pembelajaran dan pendidikan politik yang luas kepada masyarakat.

Sosialisasi Politik

Pada dasarnya, sosialisasi politik adalah proses memperkenalkan sistem politik kepada
seseorang dan membentuk cara mereka merespons dan bereaksi terhadap berbagai fenomena
politik. Istilah "sosialisasi" digunakan oleh beberapa ahli ilmu sosial untuk menggambarkan
proses di mana anak-anak dikenalkan dengan nilai-nilai dan sikap yang dianut oleh masyarakat
mereka, serta bagaimana mereka belajar peran yang diharapkan dapat mereka mainkan ketika
mereka dewasa.(Zuhri, 2010).

Proses menginternalisasi ide, gagasan, konsep, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang
bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dan efektif dalam kelompok atau institusi politik
dikenal sebagai sosialisasi politik.(Sumantri, 2018). Sosialisasi politik untuk pemilih pemula
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan generasi muda untuk berpikir kritis
tentang cara memberikan suara dan berpartisipasi dalam pemilu yang bebas dari politik uang dan
bersih. (Ardiani et al., 2019).

Pengertian Pendidikan Politik

Definisi pendidikan politik memiliki berbagai macam penafsiran. Selain itu, perbedaan
antara pendidikan politik dan sosialisasi politik juga sering memicu berbagai penafsiran. Namun
demikian, perbedaan tersebut tidak mengurangi pemahaman akan pentingnya pendidikan politik.
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Banyak ahli yang mencoba menjelaskan konsep dasar pendidikan politik melalui berbagai
pandangannya. Menurut (Sutrisman, 2019) Pendidikan politik juga dikenal dengan istilah
political forming atau Bildung. Istilah forming digunakan karena memiliki tujuan untuk
membentuk individu menjadi manusia politik yang menyadari peran dan kedudukannya dalam
masyarakat. Sementara itu, istilah Bildung merujuk pada proses pembentukan atau pendidikan
diri sendiri, yang melibatkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi dalam menjadi bagian dari
dunia politik.

Mengutip dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati & Rafni, 2020) Definisi
pendidikan politik mencakup tiga elemen utama. Pertama, melibatkan upaya memberikan
pelatihan, pengajaran, dan bimbingan untuk mengembangkan kapasitas serta potensi individu.
Kedua, proses tersebut harus dilakukan secara dialogis dan sukarela melalui interaksi rutin antara
pengirim dan penerima pesan. Ketiga, tujuan dari upaya ini adalah agar penerima pesan memiliki
kesadaran akan pentingnya pendidikan politik.

Dari beberapa pendapat di atas, meskipun beragam, dapat ditarik sebuah garis lurus
bahwa pendidikan politik bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki kesadaran akan
peran, hak, dan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat politik. Pendidikan politik tidak
hanya berkenaan dengan pengetahuan tentang sistem politik, tetapi juga menyangkut proses
pembentukan sikap dan nilai-nilai yang mendukung partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Hal
ini mencakup kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan yang tepat, dan komitmen
terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai
definisi dan pendekatan pendidikan politik, para ahli sepakat bahwa proses ini bersifat dinamis,
dialogis, dan partisipatoris. Dengan demikian, pendidikan politik memainkan peran penting
dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar, peduli, dan terlibat aktif dalam pembangunan
politik dan sosial.

Bentuk Pendidikan Politik

Pelaksanaan pendidikan politik sangat beragam dan tergantung pada siapa yang
melaksanakan atau siapa yang menjadi subjeknya. Menurut (Kantaprawira, 1983), Pendidikan
politik dapat diberikan melalui berbagai sumber. Yang pertama adalah media cetak, seperti koran,
majalah, dan publikasi lainnya yang berfungsi untuk membentuk opini publik; yang kedua adalah
media audio-visual, seperti radio, televisi, dan film; dan yang ketiga adalah lembaga sosial atau
organisasi, termasuk tempat ibadah seperti masjid dan gereja yang memberikan khotbah, serta
lembaga pendidikan formal dan informal.

Menurut Kavang (1998), Ada dua jenis bentuk dan proses sosialisasi politik atau
pendidikan politik. Yang pertama adalah laten atau tersembunyi. Kegiatan ini terjadi di lembaga
sosial non-politik seperti keluarga, komunitas sosial, kegiatan keagamaan, lingkungan kerja, dan
sekolah atau kampus. Yang kedua adalah terang-terangan. Kegiatan ini terjadi di institusi politik
tertentu, seperti pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya.

Tujuan Pendidikan Politik

Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat
sehingga mereka lebih memahami politik, lebih kreatif, dan mampu berperan aktif secara positif
dalam kegiatan politik dan pembangunan. Diharapkan bahwa pendidikan politik akan membentuk
orang-orang yang bertanggung jawab atas bangsa dan negara mercka. (Sumanto & Haryanti,
2021). Menurut (Ruslan et al., 2000) Membangun kepribadian politik dan kesadaran politik serta
meningkatkan kemampuan setiap orang untuk berpartisipasi secara positif dalam kegiatan politik
adalah tujuan pendidikan politik. Fokus utama pendidikan politik adalah kepribadian politik. Ia
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berpendapat bahwa kepribadian politik adalah bagian dari kesadaran politik, dan jenis budaya

politik yang membentuk kepribadian tersebut membentuk bentuk dan tingkat partisipasi politik
seseorang. Menurut (Kartono, 1989), ada dua tujuan pendidikan politik, yaitu:

1. Membekali masyarakat individu, klien, mahasiswa, dan anggota masyarakat yang
memiliki kemampuan untuk memahami dinamika sosial-politik yang penuh konflik,
memberikan masukan yang membangun terhadap ketidakstabilan dalam masyarakat,
berpartisipasi dalam proses demokrasi yang sejati, serta memiliki kemampuan untuk
memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, terutama yang berkaitan dengan
keamanan dan kesejahteraan bersama.

2. Memastikan bahwa peran setiap individu sebagai warga negara dihargai, dengan
mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki, baik dalam aspek pengetahuan, wawasan,
sikap, maupun keterampilan, diharapkan mereka dapat berperan serta secara aktif dalam
dinamika politik. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memberikan kontribusi yang
signifikan dalam mendukung kemajuan pembangunan bangsa dan negara.

METODE

Sosialisasi yang dilakukan melalui pemaparan dan dialog interaktif merupakan
pendekatan yang menggabungkan penyampaian informasi secara sistematis dengan komunikasi
dua arah. Pada tahap pemaparan, narasumber memberikan penjelasan atau informasi dasar
kepada audiens secara terstruktur dengan menggunakan alat bantu seperti presentasi atau bahan
pendukung lainnya, untuk memastikan pemahaman yang jelas. Setelah itu, dilakukan dialog
interaktif dimana audiens diberikan kesempatan untuk bertanya, memberikan pendapat, atau
mendiskusikan materi yang telah dipresentasikan. Dialog ini bertujuan untuk mendorong
partisipasi aktif, memperdalam pemahaman, dan memastikan bahwa pesan yang disosialisasikan
benar-benar diterima dan dipahami. Metode ini sangat efektif untuk menciptakan keterlibatan
audiens, karena memungkinkan mereka untuk terlibat langsung dalam diskusi dan mendapatkan
klarifikasi atas hal-hal yang belum mereka pahami, sehingga memperkuat pemahaman mereka
terhadap informasi yang diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Pengetahuan Dasar Siswa Mengenai Pemilihan Umum

Untuk mengukur pemahaman dasar siswa mengenai pemilihan umum, kegiatan dimulai
dengan pemateri yang mengajukan beberapa pertanyaan lisan kepada siswa. Pertanyaan tersebut
berkaitan dengan konsep dasar pemilu, seperti apa itu pemilu, tujuan pemilu, siapa saja yang
terlibat dalam pemilu, serta bagaimana proses pemilu berjalan. Siswa diberikan waktu untuk
berpikir dan merespons pertanyaan tersebut dengan penjelasan mereka sendiri.

Setelah beberapa pertanyaan diajukan, pemateri memberikan kesempatan kepada tiga
orang siswa untuk menyampaikan pemahaman mereka tentang pemilu secara lisan. Masing-
masing siswa diberi waktu untuk menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang pemilu, apakah
itu mengenai pengertian pemilu, pentingnya pemilu, atau proses-proses yang terjadi dalam
pemilu. Bagi siswa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menjawab secara langsung,
pemahaman mereka tetap dapat dilihat melalui hasil jawaban yang disampaikan lisan. Pemateri
akan mengamati bagaimana siswa menjawab pertanyaan dan mengevaluasi tingkat pemahaman
mereka berdasarkan jawaban yang diberikan.

Dari hasil diskusi ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dasar siswa tentang pemilu
bervariasi. Beberapa siswa menjawab bahwa pemilu adalah kegiatan memilih pemimpin, seperti
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presiden, gubernur, dan bupati. Ada juga yang menyebutkan bahwa pemilu adalah cara bagi
orang untuk mendapatkan kekuasaan. Sementara itu, ada pula yang menganggap pemilu adalah
kegiatan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Dari sini, pemateri bisa mengidentifikasi
bahwa pemahaman siswa tentang pemilu masih beragam, dengan beberapa jawaban yang lebih
tepat dan beberapa jawaban yang perlu diluruskan atau diperjelas. Diskusi dan penjelasan lebih
lanjut kemudian diberikan untuk memastikan bahwa semua siswa memahami pemilu sebagai
proses demokratis yang melibatkan pemilihan pemimpin dan wakil rakyat sesuai dengan sistem
yang berlaku di negara tersebut.

Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula

Setelah siswa memahami konsep dasar mengenai pemilihan umum, langkah berikutnya
adalah melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula. Tahap ini bertujuan
untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa tentang hak dan kewajiban
mereka sebagai pemilih, serta pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Pemateri menjelaskan
bahwa pemilu merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi, di mana rakyat memiliki hak
untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan menentukan kebijakan negara. Pemilu tidak
hanya sekadar memilih, melainkan juga menjadi wadah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi
mereka.

Setiap warga negara Indonesia harus memahami berbagai hal penting tentang dasar
pemilu. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi pedoman untuk penyelenggaraan
pemilu yang menekankan demokrasi, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Selain itu, Undang-
Undang Pemilu, seperti UU No. 7 Tahun 2017, mengatur banyak hal terkait pemilu, mulai dari
sistem pemilihan hingga hak dan kewajiban pemilih, serta cara untuk mengawasi dan melaporkan
hasil pemilu. Warga Negara Indonesia (WNI) harus berusia 17 tahun atau sudah atau pernah
menikah dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hanya pemilih yang terdaftar dalam
DPT yang berhak memberikan suara. Seseorang dapat mengecek DPT secara online melalui situs
resmi KPU untuk memastikan apakah mereka sudah terdaftar sebagai pemilih.

Dalam proses pemungutan suara, penting bagi pemilih untuk memahami denah TPS yang
menunjukkan lokasi bilik suara, petugas, dan kotak suara. Pemilih juga perlu memastikan bahwa
mereka tiba di TPS tepat waktu untuk memberikan suara. Selain itu, agar suara yang diberikan
sah, pemilih harus mencoblos sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan di surat suara. Untuk
menjadi pemilih yang bijak, penting untuk mempelajari kandidat dan partai yang bertarung dalam
pemilu, sehingga Anda dapat memilih berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak mereka. Selain itu,
pemilih juga harus menjaga kerahasiaan pilihannya setelah memberikan suara. Dengan mengikuti
tips-tips ini, pemilih dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan bijak, memastikan bahwa suara
mereka dihitung dengan benar, dan berkontribusi pada demokrasi yang adil dan transparan.

Selain itu, pemateri mengingatkan siswa bahwa sebagai warga negara, mereka memiliki
hak untuk memilih dalam pemilu. Namun, hak ini harus disertai dengan kewajiban untuk memilih
secara bijak, dengan mempertimbangkan informasi yang benar dan memadai mengenai calon
yang dipilih. Pemateri juga menjelaskan secara rinci tentang proses pemilu yang melibatkan
pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara dan penghitungan suara,
yang harus dilakukan secara transparan, adil, dan bebas dari kecurangan. Melalui sosialisasi ini,
siswa juga diajarkan untuk menghindari berita hoax dan informasi yang menyesatkan, yang
sering kali digunakan untuk memengaruhi pilihan pemilih. Pemateri menjelaskan cara mengenali
berita hoax dan pentingnya memverifikasi informasi sebelum mempercayainya. Siswa diajarkan
untuk menjadi pemilih yang aktif, yang tidak hanya datang ke tempat pemungutan suara, tetapi
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juga terlibat dalam diskusi yang sehat dan konstruktif mengenai isu-isu yang dihadapi oleh

negara. Partisipasi aktif ini menjadi tanda pemilih yang tidak hanya memilih, tetapi juga menjaga

keberlangsungan demokrasi. Etika dalam pemilu juga ditekankan, di mana siswa diajarkan untuk

berpolitik dengan santun, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari konflik sosial yang
dapat merusak kerukunan masyarakat.

Sosialisasi ini dilakukan dengan metode yang beragam. Salah satunya adalah diskusi
interaktif di mana siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan mendiskusikan berbagai aspek
pemilu. Selain itu, pemateri dapat menayangkan video edukasi mengenai proses pemilu di
Indonesia. Salah satu metode menarik yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah
memperkenalkan jingle pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya serta mars Pilkada
yang sering digunakan dalam kampanye pemilu lokal. Pemateri akan menjelaskan bagaimana
jingle dan mars ini dirancang untuk menarik perhatian masyarakat dan mengingatkan mereka
akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Jingle dan mars ini biasanya dipakai dalam
kampanye untuk menggerakkan masyarakat agar aktif memilih dan mendukung proses demokrasi
yang berlangsung. Selain itu, pemateri juga memperkenalkan maskot-maskot Pilkada, yang
biasanya digunakan untuk menarik minat masyarakat, terutama pemilih pemula, agar lebih peduli
dan antusias dengan pemilu yang akan datang. Maskot-maskot ini sering kali memiliki desain
yang menarik dan mudah diingat, serta dapat digunakan dalam berbagai media kampanye untuk
memperkuat pesan-pesan pendidikan politik.

Untuk memberikan pengalaman langsung, pemateri juga bisa mengadakan simulasi
pemilu kecil, di mana siswa diberikan kesempatan untuk merasakan bagaimana proses pemilu
berjalan, dari pencoblosan hingga penghitungan suara. Ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa
menjadi pemilih yang lebih siap dan berpengetahuan ketika mereka nantinya diberi kesempatan
untuk memilih. Pemateri menekankan pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan dan
mengajak siswa untuk mulai memperhatikan isu-isu politik sejak dini. Siswa didorong untuk
terus belajar dan memahami proses pemilu agar kelak mereka dapat menjadi pemilih yang cerdas,
kritis, dan bertanggung jawab, serta memahami betapa pentingnya peran mereka dalam
menentukan masa depan negara.

Diskusi dan Tanya Jawab

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, para siswa menunjukkan antusiasme yang luar biasa
dalam memberikan pertanyaan dan berdiskusi mengenai materi yang telah disampaikan. Salah
satu faktor yang membuat mereka begitu antusias adalah karena pada tahun 2024, mereka akan
memiliki kesempatan untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum untuk pertama
kalinya. Ketertarikan mereka semakin meningkat, terutama ketika membahas karakter calon
pemimpin yang mereka anggap dapat membawa bangsa ini menuju kemajuan dan perkembangan
yang lebih baik. Semangat dan antusiasme yang ditunjukkan oleh para siswa ini mencerminkan
adanya peningkatan dalam pemahaman mereka tentang pentingnya ilmu politik dan betapa besar
peran mereka sebagai pemilih dalam pemilu. Mereka semakin menyadari bahwa pemilu bukan
hanya sekadar hak, tetapi juga kewajiban yang dapat memengaruhi arah masa depan negara.
Diskusi yang berlangsung tidak hanya memperkaya pengetahuan mereka, tetapi juga
menunjukkan betapa pentingnya mereka berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Pada sesi ini, banyak siswa yang mengajukan pertanyaan yang mencerminkan rasa ingin
tahu mereka tentang berbagai aspek pemilu. Salah satu pertanyaan yang paling banyak
ditanyakan adalah, "Bagaimana jika yang memenangkan pemilu adalah kotak kosong?"
Menanggapi pertanyaan tersebut, pemateri menjelaskan dengan rinci bahwa, meskipun terkesan
aneh, hal ini merupakan kemungkinan yang diatur dalam aturan pemilu di Indonesia. Pemateri
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menyampaikan bahwa jika dalam suatu pemilihan umum, baik di tingkat lokal maupun nasional,
kotak kosong mendapatkan suara terbanyak, maka pihak pemerintah akan mengambil langkah-
langkah untuk memastikan kelangsungan pemerintahan. Pemilu ulang akan dilakukan dalam
waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini adalah bagian dari upaya
untuk menjaga sistem demokrasi tetap berjalan dengan baik, meskipun hasil pemilu tidak
menghasilkan pemenang.

Pemateri juga menambahkan bahwa, selama periode tersebut, pemerintah akan menunjuk
pejabat sementara untuk mengisi posisi yang kosong hingga pemilu ulang dilaksanakan.
Penunjukan pejabat pengganti ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pemerintahan dan
tidak mengganggu jalannya negara atau daerah yang bersangkutan. Tentu saja, untuk pemilihan
ulang ini, akan ada sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat, khususnya pemilih, mendapatkan
informasi yang jelas mengenai prosedur, jadwal, dan calon yang akan dipilih. Sosialisasi ini
penting agar pemilih tidak bingung dan dapat membuat pilihan yang tepat dalam pemilu ulang
nanti. Dengan penjelasan ini, siswa merasa lebih tenang karena mereka memahami bahwa
meskipun kotak kosong bisa saja memenangkan pemilu, ada mekanisme yang jelas dan teratur
untuk menangani situasi tersebut, dan proses demokrasi tetap akan berjalan sebagaimana
mestinya. Siswa juga menyadari bahwa sosialisasi lebih lanjut mengenai hal ini akan dilakukan
untuk memastikan semua pihak memahami apa yang perlu dilakukan pada pemilu ulang jika
diperlukan.

Di akhir sesi diskusi dan tanya jawab, pemateri menekankan pentingnya pemahaman
tentang pemilu dan peran aktif sebagai pemilih, mengingatkan para siswa bahwa hak pilih
mereka adalah cara untuk berkontribusi dalam menentukan masa depan negara. Diharapkan,
dengan semangat dan antusiasme yang telah ditunjukkan, mereka dapat menjadi pemilih yang
cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, memahami setiap langkah dalam proses demokrasi.
Pemateri juga menambahkan bahwa meskipun ini pengalaman pertama mereka dalam pemilu,
pengetahuan yang mereka miliki akan menjadi dasar bagi keputusan di masa depan, sehingga
mereka diharapkan untuk terus memperdalam pemahaman politik, menghindari informasi yang
menyesatkan, dan memilih dengan bijak. Kegiatan ini diharapkan memberi gambaran jelas
tentang cara kerja pemilu, pentingnya partisipasi, dan bagaimana peran mereka dapat
menciptakan pemilu yang lebih baik, menunjukkan kesiapan generasi muda untuk menjaga
keberlanjutan demokrasi di Indonesia.
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KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula berhasil meningkatkan
pemahaman siswa tentang pentingnya pemilu, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta proses
demokrasi. Antusiasme siswa sangat tinggi, terutama karena mereka akan memberikan hak pilih
pertama kalinya pada pemilu 2024. Melalui diskusi, tanya jawab, dan metode interaktif lainnya,
siswa menunjukkan kesadaran yang lebih besar tentang peran mereka dalam memilih pemimpin
yang dapat membawa kemajuan bagi negara. Sosialisasi ini juga memperkuat semangat mereka
untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, siswa
diharapkan dapat menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, serta berkontribusi
dalam kelangsungan demokrasi di Indonesia.
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